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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatgadsan barang/jasa yang dibiayai dari
APBN/APBD, baik secara swakelola maupun oleh peiaybdrang/ jasa. Penyerapan anggaran
yang diambil dari APBN/APBD melalui pengadaan bgfmsa ini menjadi faktor yang sangat
penting. Maka, tidak heran bila kegiatan pengadmaang dan jasa menjadi salah satu kegiatan
pemerintahan yang banyak ‘diburu’ para pemilik lmadsaha.

Sebelum Perpres No. 54 Tahun 2010 menjadi landhsgom untuk penyelenggaraan
sistem e—procuremenipengadaan elektronik) di gunakan Kepres No. 8Buma2003. Pada
pelelangan manual tertulis pada dokumen pengadaag lyanya dapat diambil oleh penyedia
yang mendaftar dan apabila ada perubahan tahap@tarmman maka Pokja ULP/Panitia
Pengadaan mengumumkan melalui papan pengumumanugdanhanya dapat diakses oleh
peserta pelelangan atau pengunjung yang “kebeturaslihat-lihat papan pengumuman.
Pengumuman pemenang pada lelang manual dilaksanag@mpada papan pengumuman yang
memuat nama peserta yang jadi pemenang dan 2 cadapgbila ada. Peserta yang lain tidak
dapat melihat siapa-siapa saja yang gugur dalaapsahpemilihan serta alasan pengguguran
peserta. Hal ini berarti keterbukaan atau transailalang manual dibatasi oleh akses kepada

papan pengumuman dan media cetak (Khalid Mustafa).

Persaingan usaha yang tidak selpaerfianisme bad governancéplusi, persengkokolan
antara pengguna jasa dan calon penyedia jasaaasgaama calon penyedia jasa, informasi
harga dan akses pasar yang terbatas dan terskkat-fagmentedl melatar belakangi
munculnya peraturan tentang pengadaan secaracagigdtdan saat ini hampir seluruh wilayah
Indonesia sudah melaksanakan transaksi elektratdndhal pengadaan barang dan jasa dalam
bidang konstruksi. (Tutang Muhtar, 2011).



E-procurementnerupakan suatu proses pengadaan yang mengacpqragizunaan internet
sebagai sarana informasi dan komunikasi (CroomJdaes, 2007)E—procurementnerupakan
layanan pengadaan pengadaan barang dan jasa skstdranik. Sistem ini berusaha mengatur
transaksi bisnis melalui teknologi komputer, di @maproses pengadaan barang dan jasa
dilakukan secara online. (Tutang Muhtar, 2011).

Landasan hukum yang digunakan untuk penyelenggaisiem e—procurement
(pengadaan elektronik) adalah Peraturan Presideb4Ndahun 2010 tentang “Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemeriatebelotagai penyempurnaan Kepres No.
80 tahun 2003 serta peraturan—peraturan lain yanigku pada masing—masing Departemen,
Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yangggueakan sistem layanan ini.
Dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 bertujagar pengadaan barang/jasa Instansi
Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif daieefdengan prinsip persaingan yang sehat,
transparan, terbuka, perlakuan adil dan layak ls#gnua pihak, sehingga hasilnya dapat
dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, kewangnaupun manfaatnya bagi kelancaran

tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan yangrtéukey dalam Perpres No. 54 Tahun
2010 adalah diwajibkannya Kementrian/ Lembaga/ 8ldeinstansi (K/L/D/I) membentuk Unit
layanan Pengadaan (ULP) paling lambat tahun aagg2014 dan wajib melaksanakan
pengadaan barang/ jasa secara elektrasiRrocurementuntuk sebagian atau seluruh paket
pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012 yang dapaadpidda pasal 130 ayat 1 dan pasal 131
ayat 1 Perpres No.54 Tahun 2010.

Dengane-procurementkewenangan diwujudkan dalam bentuk penggunaael skses
yang berbeda, misalnysser penyedia hanya dapat mengakses menu yang bertarbdeggan
penyedia barang/jasa, Pokja (Kelompok Kerja) ULRfiRaPengadaan hanya dapat mengakses
pemilihan penyedia, mengevaluasi penawaran danifikaal, PPK (Pejabat Pembuat
Komitmen) hanya dapat mengakses menu yang meruptlgas pokok PPK tanda dapat
mengintervensi evaluasi yang dilakukan oleh panifhusus auditor, juga diberikalogin

khusus untuk dapat memonitor jalannya pelaksanaanlipan penyedia (Khalid Mustafa).

Pemerintah Indonesia saat ini memang berusaha mekarn pemerintahan yang bersih

(clean governmehtdan menerapkan tata kelola yang lagi#od governange Kedua hal ini baru



bisa tercapai jika penyelenggaraan pemerintahaasditan pada prinsip kepastian hukum,

professional, visioner, efisien, akuntabel, trangpadan partisipatif.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akseskataebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan petakan yakni informasi tentang
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya,sesil-hasil yang dicapai. Akuntabilitas
adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegetamagil akhir dari kegiatan Penyelenggara
Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepadyama#at atau rakyat. Penerapan
Procurementdi Kota Malang bertujuan mewujudkan pelaksanaamepmtah yang lebih
transparan dan akuntabel. Pelayanan yang terjandkaumemperluas akses publik untuk
memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pertedran meningkat. Kementrian/ Lembaga/
Daerah/ Instansi (K/L/D/1) dalam rangka memberikefayanan kepada masyarakat mendirikan
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elekft®#lE). LPSE tersebut memfasilitasi
pengadaan barang dan jasa untuk dilelang secareoiujuan dalam Pengadaan Barang dan
Jasa secara umum, memperoleh barang atau jasandbagga yang dapat dipertanggung

jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.

Pada pelaksanaanngaProcurementlilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan antara
panitia dengan pihak penyedia jasa dengan tujuan tagadi persaingan sehat. Hal ini dapat
dilihat pada keseluruhan proses pelelangan yanguldindari pengumuman pelelangan,
download dokumen pemilihan dan kualifikasi, pergatadokumen lelang@énwijzing, upload
dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, athasnislan teknis) serta dokumen
kualifikasi, evaluasi penawaran, evaluasi dokumemlifikasi dan pembuktian kualifikasi,
upload berita acara hasil pelelangan, penetapan pemem@Emgumuman pemenang, masa

sanggah hasil lelang, surat penunjukan Penyed@anBjasa dan penandatanganan kontrak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalampsskini akan dicoba untuk
mengevaluasi pengadaan pekerjaan konsruksi desgeiacurementi Kota Malang ditinjau

dari segi transparansi dan akuntabilitas.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yapey dirumuskan adalah sebagai
berikut :

1. Apakah proses pengadaan pekerjaan konstruksi deegaocurementdi Kota
Malang sudah transparan ?

2. Apakah PPK dan POKJA ULP sudah melaksanak@nocuremensesuai dengan
peraturan yang berlaku dalam segi akuntabilitas ?

3. Apakah Penyedia Jasa sudah melaksanakan semutukatdalam proses pengadaan
pekerjaan konstruksi secaeaprocurementsesuai dengan peraturan yang berlaku
dalam segi akuntabilitas ?

4. Berapa transparansi yang dihasilkan dari pras@socurementdalam pengadaan
pekerjaan konstruksi di Kota Malang ?

5. Berapa akuntabilitas yang dihasilkan dari prosggocurementdalam pengadaan
pekerjaan konstruksi di Kota Malang dari pihakPemggJasa ?

6. Berapa akuntabilitas yang dihasilkan dari prosggocurementdalam pengadaan
pekerjaan konstruksi di Kota Malang dari pihak Rehg Jasa ?

7. Apa saja faktor-faktor yang mendapat perhatian atamtuk transparansi pada
pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang ?

8. Apa saja faktor-faktor yang mendapat perhatian atanmtuk akuntabilitas Pengguna
Jasa pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Kdentyla

9. Apa saja faktor-faktor yang mendapat perhatiamatantuk akuntabilitas Penyedia

Jasa pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Kdeniyla



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalamusan masalah, maka tujuan dari

pembahasan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah proses pengadaan pekegeestruksi di Kota Malang
dengare-procuremensudah transparan.

2. Untuk mengetahui apakah PPK dan POKJA ULP sudahaksa&hakane-
procuremensesuai dengan peraturan yang berlaku dalam segiadklitas.

3. Untuk mengetahui apakah Penyedia Jasa sudah mmdédsa semua ketentuan
dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi seqam@curemensesuai dengan
peraturan yang berlaku dalam segi akuntabilitas.

4. Untuk mengetahui seberapa transparansi yang dibasilari proseg-procurement
dalam pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang

5. Untuk mengetahui seberapa akuntabilitas yang dkaasdari proseg-procurement
dalam pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Matianigpihak Pengguna Jasa.

6. Untuk mengetahui seberapa akuntabilitas yang dkaasdari proseg-procurement
dalam pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Matdanigpihak Penyedia Jasa.

7. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang meatdgerhatian utama untuk
transparansi pada pengadaan pekerjaan konstruksiaiMalang.

8. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang meatdgerhatian utama untuk
akuntabilitas Pengguna Jasa pada pengadaan pekieojastruksi di Kota Malang.

9. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang meatgerhatian utama untuk
akuntabilitas Penyedia Jasa pada pengadaan pekkgastruksi di Kota Malang.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian ini antara lain

1. Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan beri@mat bagi peneliti, untuk
mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengé&raesprocurement

2. Bagi kepentingan teoritis, hasil penelitian ini @aiéipkan memberikan sumbangan
penelitian bagi perkembangan Iimu Pemerintahan unyandan sistem pelelangan
barang dan jasa secamaline khususnya pada LPSE di Kota Malang, serta dapat jug
digunakan sebagai bahan acuan atau dasar untuliiperselanjutnya.

3. Kegunaan praktis, dari hasil penelitian diharapkaabagai sarana untuk
membandingkan antara teori yang didapat saat pahlaunl dan praktek di lapangan,
serta dapat memberikan manfaat bagi LPSE di Koteamdgasebagai suatu bahan
masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkadamasng dihadapi dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam mengevaluas-procurement permasalahannya yang ada di dalamnya cukup luas.

Sehingga dibutuhkan batasan agar penulisan inh lédxiarah, sistematis dan terfokus.

Berikut ini beberapa batasan masalah pada pemneiii@ntara lain :

'

Penelitian ini mengevaluasi pekerjaan konstruksSERli Kota Malang.

2. Penelitian ini diambil dengan mengumpulkan dataegakn kontruksi dengae-
procurementdi Kota Malang pada sejak diberlakukannya Perfptes 70 Tahun
2012 sampai dengan bulan Desember 2013.

3. Penelitian ini mengevaluasi pekerjaan konstruk&iata Malang dengan nila 5 M
dengan metode pelelangan umum.

4. Penelitian ini mengukur mengenai pengaruh peneragarocurementterhadap

akuntabilitas dan transparansi pengadaan konsttiksita Malang.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendahuluan

Penerapan sistem pelelangan seocatime oleh LPSE dapat berjalan dengan baik apabila
adanya partisipasi dari masyarakat. Tanpa adany@sipasi dari masyarakat maka suatu
program tidak akan berjalan sesuai dengan pereasaBS&tem pelelangan barang dan jasa
dapat berjalan dan dapat memberikan pelayanankpygdotig baik apabila mendapatkan perhatian
dari masyarakat atau rekanan.

Suatu informasi yang telah dibuat apabila pembaagunformasi tersebut tanpa adanya
peran serta dari masyarakat maka sistem inforraeseliut tidak akan berjalan atau gagal. Maka
dari itu pelelangan barang dan jasa dapat terlaksgamgan adanya partisipasi masyarakat
sehingga informasi pelelangan dapat berjalan debgéndan lancar. Tinggi rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat dalam pelelangan barang jdaa ditentukan dari seberapa jauh
masyarakat tersebut terlibat dalam setiap prosessipasi masyarakat. Menurut Taliziduhu
Ndraha (1990:109) terdapat lima fase dalam paassimasyarakat yaitu:

1. Fase informasi

2. Fase perencanaan

3. Fase penentuan anggaran

4. Fase hasil

5. Fase evaluasi

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan lamggsmasyarakat dalam setiap
pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksaagkandengan mudah tercapai melalui
tahapan -tahapan partisipasi. Informasi adalahrlke&an secara aktif yang ditunjukan oleh
masyarakat setelah informasi pelelangan barangagardi LPSE telah diterima.

Informasi dapat dilihat dengan menggunakan indikadebagai berikut frekuensi
penerimaan informasi tentang program pelelangarangardan jasa di LPSE yang akan
dilaksanakan, tanggapan atau respon yang dibesktglah menerima informasi pelelangan

barang dan jasa di LPSE, mencari keterangan mengegiatan yang akan dilaksanakan dalam



pelelangan barang dan jasa di LPSE dan mengajanaekyang lain untuk terlibat dalam
pelelangan barang dan jasa di LPSE.

Evaluasi adalah keterlibatan secara aktif yangnflikan oleh masyarakat dalam
penilaian kesesuaian antara rencana dan pelakspebdangan barang dan jasa di LPSE, serta
seberapa jauh hasil pelelangan tersebut dapat nudimleebutuhan masyarakat. Evaluasi dapat
dilihat dari memberikan penilaian terhadap hasielp@gan barang dan jasa di LPSE serta
pengambilan keputusan setelah penilaian dari palangan barang dan jasa di LPSE.

Matriks perbedaan antara Keputusan Presiden Nd.aB@in 2003, Peraturan Presiden
No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 35 T&ii (Perubahan Pertama), dan Peraturan
Presiden No. 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua) elgirtrmnsparansi dan akuntabilitas.

Tabel 2.1 Matriks Perbedaan Keppres No. 80 Tahun ZXB, Perpres No. 54 Tahun 2010,
Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tah@012

PERPRES 54/2010 DAN
NO TOPIK KEPPRES 80/2003 PERPRES 70/2012
PERPRES 35/2011
I. KETENTUAN UMUM
1. Perencanaan Pembagian tanggung jawab | Lingkup perencanaan: a. Mengumumkan
Pengadaan dalam perencanaan 1. PA/KPA membuatrencana Rencana Umum

pengadaan antara PA/KPA umum dan pembiayaan Pengadaan (RUP)
dan PPK belum diatur pengadaan; Barang/Jasa pada
dengan jelas 2. PPK membuatrencana ML = EEET

Kementerian/Lembaga/
Institusi secara terbuka
kepada masyarakat
luas setelah rencana
kerja dan anggaran
Kementerian/Lembaga/
Institusi disetujui oleh
DPR untuk pengadaan
yang bersumber dari
APBN. Sedangkan
untuk pengadaan yang
bersumber dari APBD
diumumkan setelah
rencana keuangan
tahunan Pemerintah
Daerah dibahas dan
disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah
dan DPRD.

(teknis) pengadaan;

3. ULP membuat rencana
pelaksanaan
(pelelangan/seleksi)
pengadaan.




Lanjutan Tabel 2.1

PA pada K/L/D/I harus
menyediakan biaya
pendukung untuk
pelaksanaan pemilihan
mendahului tahun
anggaran.
Pengangkatan dan
pemberhentian pejabat
pelaksana pengadaan
tidak terikat tahun
anggaran

e Perencanaan pengadaan pada Pemerintah Daerah lebih dipertegas, khususnya pengumuman rencana umum

pengadaan

» Pembiayaan pengadaan tahun depan sudah harus dimasukkan dalam anggaran tahun berjalan agar proses
pelaksanaan pengadaan tidak terkendala dengan alasan anggaran

e Memasukkan klausul Perpres 53/2010 ke dalam Perpres 70/2012 sehingga seluruh pengangkatan pelaksana
pengadaan tidak terikat tahun anggaran

4, Jenis Pengadaan

1. Barang

2. Jasa Pemborongan
3. Jasa Konsultansi
4. Jasa Lainnya

Barang

Pekerjaan Konstruksi
Jasa Konsultansi
Jasa Lainnya

pwN P

Tetap

» Perubahan nama Jasa Pemborongan menjadi Pekerjaan Konstruksi dilakukan agar sejalan dengan International

Best

5. Definisi Barang adalah benda dalam | Barang adalah setiap benda baik | Tetap
berbagai bentuk dan uraian, | berwujud maupun tidak berwujud,
yang meliputi bahan baku. bergerak maupun tidak bergerak,
Barang setengah jadi, yang dapat diperdagangkan,
barang jadi/peralatan, yang | dipakai, dipergunakan atau
spesifikasinya ditetapkan dimanfaatkan oleh Pengguna
oleh Pejabat Pembuat Barang
Komitmen sesuai
penugasan Kuasa
Pengguna Anggaran
Jasa Pemborongan adalah | Pekerjaan Konstruksi adalah Tetap

layanan pekerjaan
pelaksanaan kontruksi atau
wujud fisik lainnya yang
perencanaan teknis dan
spesifikasinya ditetapkan
Pejabat Pembuat Komitmen
sesuai penugasan Kuasa
Pengguna Anggaran dan
proses serta
pelaksanaannya diawasi
oleh Pejabat Pembuat
Komitmen

seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi
bangunan atau pembuatan wujud
fisik lainnya
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II. ORGANISASI PENGADAAN

9. Organisasi Organisasi belum 1. PA/KPA, Tetap
Pengadaan dikelompokkan jelas 2. PPK;
3. ULP/Pejabat Pengadaan;
4. Panitia/Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan

*  Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam

oganisasi
10.| Perangkat Belum diatur 1. Kepala; Perangkat organisasi
organisasi ULP 2. Sekretariat; mengacu kepada
3. Staf pendukung; peraturan perundang-
4. Kelompok kerja . undangan di bidang
kelembagaan

* Penetapan struktur organisasi ULP dikembalikan kepada aturan kelembagaan

A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

11. | Tugas dan Belum diatur dengan tegas 1. Mengumumkan Rencana Tetap

Kewenangan Umum Pengadaan

2. Menetapkan Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan

»  PA/KPA pada Perpres 54/2010 diwajibkan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan pada awal
tahun anggaran yang bertujuan agar proses pengadaan lebih transparan karena penyedia barang/jasa

sudah mengetahui rencana pengadaan K/L/D/I lebih awal

12. | Penetapan Pengadaan Barang/Jasa | 1. Paket pengadaan Penetapan
pemenang /penyedia diatas Rp. 50 miliar Barang/Pekerjaan pemenang/penyedia
oleh PA/KPA di K/L/I Konstruksi/Jasa Lainnya oleh PA pada K/L/D/I

diatas Rp. 100 miliar
2. Paket pengadaan Jasa
Konsultansi di atas Rp. 10
miliar.

atau Kepala Daerah
di Daerah

e Khusus untuk daerah, maka penetapan pemenang tidak lagi dilakukan oleh Kepala Daerah, melainkan

dilakukan oleh PA
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13. | Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)

Tidak diatur dengan jelas

Dapat diangkat lebih dari 1
(satu) orang sesuai beban
pekerjaan/rentang kendali
PA.

Diangkat oleh PA (untuk
tingkat Pusat)

Ditetapkan oleh Kepala
Daerah (untuk tingkat
Daerah)

KPA untuk dana
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan diangkat oleh
PA atas usul Kepala Daerah

Tetap

« Jumlah KPA yang akan diangkat oleh PA dapat lebih dari 1 (satu) orang jika dianggap perlu. KPA pada tingkat

pusat

(K/L/N) diangkat oleh PA, sedangkan KPA pada tingkat daerah diangkat oleh kepala daerah.

B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

14. | Tugas dan fungsi

¢ Menetapkan dokumen
pengadaan;
e Menetapkan pemenang;

menyusun dan menetapkan
rencana pengadaan:

0  Spesifikasi teknis;

o Rincian HPS

0 Rancangan kontrak
tidak menetapkan pemenang
menandatangani kontrak
menyimpan dan menjaga
keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan pengadaan

e Menyetujui bukti
pembelian atau
menandatangani
Kuitansi/Surat
Perintah Kerja
(SPK)/surat
Perjanjian

» PPKtidak lagi menetapkan dokumen pengadaan tetapi hanya menetapkan bagian dari dokumen pengadaan

yaitu Spesifikasi Teknis, Rincian HPS, dan Rancangan Kontrak. Karena PPK tidak lagi menetapkan dokumen

pengadaanmaka PPK tidak lagi menetapkan pemenang, melainkan diserahkan kepada ULP

15. | Kewenangan lain

Belum diatur dengan jelas

dapat mengusulkan

perubahan paket dan jadwal

pekerjaan kepada PA

dapat menetapkan

o timpendukung;

o0 timatau tenaga ahli
pemberi penjelasan
teknis (aanwijzer)

Tetap

e Pada Perpres 54/2010, PPK diberi kewenangan lain, yaitu mengusul perubahan paket dan jadwal serta

menetapkan tim pendukung dan aanwijzer yang akan membantu ULP dalam pelaksanaan pekerjaan
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C. UNIT LAYANAN PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN

19. | Kewenangan
Pembentukan ULP

Belum diatur

Menteri/pimpinan
Lembaga/Kepala
Daerah/pimpinan Institusi.

Tetap

* Perpres 54/2010 mewajibkan pembentukan ULP dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2014 dan

berbentuk struktural di seluruh K/L/D/I serta dibentuk berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga /Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi

20. | Fungsi ULP

Sama dengan panitia, utk
pengadaan Barang/jasa >
50 jt

e Pengadaan

Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya
> Rp. 100 jt

e Pengadaan Jasa

Konsultansi >Rp.50 jt

Pengadaan
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa
Lainnya > Rp. 200 jt

nilai diatas Rp. 200 Juta, sedangkan untuk jasa konsultansi bernilai di atas Rp. 50 Juta

Pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang waijib dilaksanakan oleh ULP adalah pengadaan dengan

22.| Kelompok kerja ULP

Sama dengan panitia,
berjumlah gasal, min 3 (tiga)
orang sesuai besaran nilai
pekerjaan

Berjumlah gasal minimal 3
(tiga) orang

Dapat ditambah sesuai
dengan kompleksitas
pekerjaan.

Dapat dibantu aanwijzer

Pengadaan barang/
jasa

bersifat khusus dan/
atau memerlukan
keahlian khusus,
tenaga ahli dapat
berasal dari pegawai
negeri atau swasta
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V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

45. Pengadaan 1. Pelelangan Umum 1. Pelelangan Umum Tetap
Pekerjaan 2. Pelelangan Terbatas 2. Pelelangan Terbatas
Konstruksi 3. Pemilihan Langsung 3. Pemilihan Langsung
4. Penunjukan Langsung | 4. Penunjukan Langsung
5. Pengadaan Langsung
47. Pelelangan/Seleksi | Tidak diatur e Untuk pengadaan e Pengadaan
Sederhana dan Barang/Jasa Lainnya yang: barang/pek.
Pemilihan Langsung a. Tidak kompleks, konstruksi/
b. Bernilai<Rp. 200 jt. jasa lainnya yang
«  Pasca kualifikasi (untuk bernilai <Rp.5
pelelangan/seleksi miliar
perorangan dan pemilihan ¢ Pengadaan jasa
langsung) konsultansi tetap
e Pengumuman min 3 hari < Rp.200jt
e Pengumuman
min 4 hari
48. Pengadaan Tidak diatur a. Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ | a. Utk peng. Barang
Langsung Jasa Lainnya /Pek. Kons/ Jasa

e Untuk pengadaan < Rp.
100 jt

* Keb. Operasional K/L/D/I

»  Teknologi sederhana

* Risiko kecil

¢ Penyedia orang
perseorangan dan/atau
badan usaha kecil

Lainnya
Untuk pengadaan
< Rp. 200 jt

b. Tetap
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H. PENGUMUMAN

81. | MediaPengumuman| a. PapanPengumuman | a. Website K/L/D/I, Website K/L/D/I diubah
Pengadaan Resmi Untuk b. Papan pengumumanresmi | menjadi website
Barang/Jasa Masyarakat c. Portal Pengadaan Nasional Kementerian/Lembaga/

b. Surat Kabar Propinsi melalui LPSE :
. Pemerintah Daerah/
dan/atau Nasional \ X
Institusi
82. | Pengumumanatas | Papan Pengumuman a. Website K/L/D/I, * Hasil pelelangan/
enetapan penvedial ; b. Papan pengumuman resmi A
p REY{pery Resmi untuk Masyarakat el seleksi diumumkan
barang/jasa
di website K/L/ Pemda
/Institusi dan Portal
Pengadaan Nasional
e Hasil Penunjukan
langsung di website
K/L/Pemda/Intitusi

83. | Unsur-unsur Belum diatur Belum diatur Terdiri dari:
Pengumuman Hasil e Nama paket dan nilai
Pemilihan Penyedia total HPS

¢ Nama, NPWP,
alamat, dan
e Hasil Evaluasi
Penawaran
84. | Pengumuman ULP mengumumkan Poja ULP mengumumkan

pelaksanaan pengadaan
barang/jasa kepada
masyarakat setelah:

Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) disetujui

DIPA/DPA disahkan

pelaksanaan pengadaan
barang/jasa kepada
masyarakat setelah:

e Penetapan APBD

e RKAKI/L/I disetujui
olen DPR (APBN)
Dalam hal DIPA/DPA tidak

ditetapkan atau alokasi
anggaran dalam
DIPA/DPA yang
ditetapkan kurang

dari nilai pengadaan yang
diadakan, proses
pemilihan dibatalkan
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Lanjutan Tabel 2.1

X. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

99. E-Procurement| E-Proc belum diwajibkan | E-Proc dimulai 2012 untuk | Sudah diwajibkan saat ini
sebagian paket pekerjaan

e Aturan ini diperkuat dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 yang mewajibkan 40% paket pelelangan di daerah

dan 75% di K/L/I dilaksanakan melalui e-procurement

100 | LPSE Belum diatur Kepala Daerah wajib membentuk Tetap
LPSE
101 | Sisteme- Belum diatur dikembangkan oleh LKPP Tetap
procurement
102 e-tendering Belum diatur e Mulai dari pengumuman Penyusunan jadwal
pengadaan sampai pelaksanaan melalui e-
pemenang proc berdasarkan hari
*  Dilaksanakan dg sistem kalender. Batas akhir
pengadaan secara elektronik | setiap tahapan adalah
yg diselenggarakan oleh A Daagch
LPSE hari kerja.
XIV. ATURAN PERALIHAN
10 | Pemberlakukan 1. Perpres iniberlaku
9 Perpres sejak diundangkan
(1 Agustus 2012)

2. Pengadaan yang
sedang dilaksanakan
berdasarkan Perpres
54/2010, dilanjutkan dengan
tetap berpedoman pada
Perpres 54/2010.

3. Perjanjian/Kontrak yang
telah ditandatangani
berdasarkan Perpres
54/2010, tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya
Perjanjian/Kontrak.
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2.2 Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

Menurut perpres 70 tahun 2012 metode pemilihan g@inybarang dan jasa sebagai

berikut :

1.

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan barangjpekekonstruksi/jasa lainnya
untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh sememyedia barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penygatiang/Pekerjaan Konstruksi

dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakarkimiygerbatas dan untuk
pekerjaan yang kompleks.

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan PenyBdigerjaan Konstruksi untuk
pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan PemyBdrang/Jasa dengan cara
menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jagsunignkepada Penyedia

Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ SeleksifiRé@n Langsung.

Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barangfffedn Konstruksi/Jasa Lainnya dengan

pascakualifikasi, metode satu sampul yang melkmgdiatan:

OV 00 £eslf B DrguTie 56912 G0 T

pengumuman;

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
pemberian penjelasan;

pemasukan Dokumen Penawaran;

pembukaan Dokumen Penawaran;

evaluasi penawaran;

evaluasi kualifikasi;

pembuktian kualifikasi;

pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

10. penetapan pemenang;

11. pengumuman pemenang;

12.sanggahan; dan

13. Sanggahan Banding (apabila diperlukan).
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Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia BarangfffEdn Konstruksi/Jasa Lainnya dengan

pascakualifikasi, metode dua sampul yang melipegidtan:

pengumuman;

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;

pemberian penjelasan;

pemasukan Dokumen Penawaran;

pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;

evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;

pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulisasvaampul I;

pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;

£ Wb oy €L E D i) W

evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
10. pembuktian kualifikasi;

11.pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
12. penetapan pemenang;

13.pengumuman pemenang;

14.sanggahan; dan

15.sanggahan banding (apabila diperlukan).

2.3 E-Procurement

E-procurementmerupakan suatu proses pengadaan yang mengacu ppaggunaan
internet sebagi sarana informasi dan komunikaad@rdan Jones, 2007). Selain itu Tatsis dkk.,
(2006) juga mendefinisikaa-procuremensebagai penggabungan manajemen, otomtisasi, dan
optimisasi dari suatu proses pengadaan organisasjad menggunakan sistem elektronik
berbasis web. Davila dkk., (2003) menambahkan seftantange-procurementyaitu sebuah
teknologi. E-procurementmerupakan proses pengadaan barang/jasa yang qgredaksya
dilakukan secara elektronik (berbasis web/intern&)jprocurement dilatarbelakangi oleh
kelemahan-kelemahan pengadaan dengan sistem kanedngang dilakukan dengan langsung
mempertemukan pihak-pihak yang terkait pengaddaprocurementhadir dalam rangka
pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dala@®ses pengadaan barang/jasa serta untuk
mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Yeieneefektif, adil dan transparan.

Proses pengadaan barang dan jasa dengan sigiemourementmemanfaatkan fasilitas
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teknologi komunikasi dan informasi yang digunakatult mendukung proses pelelangan umum
secara elektronik. Pada tahun tahun 2010, terdpatstansi pemerintah di Indonesia baik di
pusat maupun di daerah yang sudah menerapkan sigpeocuremenf{LKPP, 2009).

Secara umum tujuan dari diterapkanngaprocurementyaitu untuk menciptakan
transparansi, efisiensi dan efektifitas serta aMuifitas dalam pengadaan barang dan jasa
melalui media elektronik antara pengguna jasa amyqdia jasa. Demin (2002) menambahkan
mengenai tujuae-procuremenyaitu untuk memperbaiki tingkat layanan kepadapaers dan
mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yahgtdaehtegrasi melalui rantai suplai
perusahaan tersebut, serta untuk mengefektifkaggoe@an sumber daya manusia dalam proses
pengadaan.

Dari penerapam-procurementelah diperoleh beberapa manfaat seperti yantpslijan
oleh Teo dkk., (2009) membagi keuntungan d@aprocurementmenjadi 2 yaitu keuntungan
langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatikemneresi dalam operasi, proses aplikasi
yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasirdangurangi biaya operasi) dan keuntungan
tidak langsung €-procuremenimembuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkastomer
services dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerjaljk&g e-procurement diharapkan
mampu membawa manfaat bagi para penggunanya semebmtiya standardisasi proses
pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisieesggulaan yang lebih baik, tersedianya
informasi harga satuan khusus di kalangan inteseata mendukung pertanggung-jawaban
proses pengadaan.

Pada PelaksanaannyaProcurementdilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan
antara panitia dengan pihak penyedia jasa dengaantagar terjadi persaingan sehat. Hal ini
dapat dilihat pada keseluruhan proses pelelangag glanulai dari pengumuman pelelangan,
downloaddokumen pemilihan dan kualifikasi, penjelasan dognrfelang (aanwijzingypload
dokumen penawaran (dokumen penawaran harga,admsinisian teknis) serta dokumen
kualifikasi, evaluasi penawaran, evaluasi dokumemlifikasi dan pembuktian kualifikasi,
upload berita acara hasil pelelangan, penetaparemqsmy, pengumuman pemenang, masa
sanggah hasil lelang, surat penunjukan PenyedianBjasa dan penandatanganan kontrak.
Dalam perkembangannya, sisteaprocurementiharapkan akan menjadi aplikasi yang mampu
mendukung pelaksanaan perwujudan kinerja yang I&ilk di kalangan internal instansi

pemerintah maupun pihak ketiga, serta dapat membaahciptakan pemerintahan yang bersih
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(Good Governange Sampai saat ini aplikasi— procuremenyang ada di Indonesia antara lain
adalah LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektroaik)y yikelola oleh LKPP (Lembaga

Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah).

2.3.1 Transparansi

Transparan berarti semua ketentuan dan informa&sigenai pengadaan barang/jasa,
termasuk syarat teknis administrasi pengadaancéagaevaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon
penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi pepemngedia barang/jasa yang berminat serta
bagi masyarakat luas pada umumnya. (Perpres Nbaldn 2010).

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bapgawasan. Sedangkan yang
dimaksud dengan informasi adalah informasi mengsetzap aspek kebijakan pemerintah yang
dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan inforn@ibarapkan akan menghasilkan persaingan
yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasagada preferensi publik. Prinsip ini
memiliki 2 aspek, yaitu :

1. Komunikasi publik oleh pemerintah

2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemenirtidak menangani dengan baik

kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalak #itval dari transparansi.

2.3.2 Akuntabilitas

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik, flsuangan maupun manfaat bagi
kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahapelapanan masyarakat sesuai dengan
prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dapngadaan barang/jasa. Akuntabel, berarti
harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yangf tdek@an Pengadaan Barang/Jasa sehingga

dapat dipertanggungjawabkan. (Perpres No. 54 Taaua).

2.4 LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adatah yang melayani proses
pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksarsaiana elektronik. LPSE merupakan salah
satu aplikase-procuremenyang merupakan aplikasi milik pemerintah yang ldilkkeoleh LKPP

(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Rahgri LPSE ditujukan untuk
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membangun sebuah sistem pengadaan barang/jasairgamemang transparan dan akuntabel.
Dari sisi pengembangan semuanya berasal dari paaderipusat yang kemudian di
sosialisasikan keberbagai lembaga terutama ke paatedaerah.

Aplikasi LPSE merupakan aplikasi pengadaan yangendidangkan oleh LKPP
(sebelumnya adalah Pusat Pengembangan Kebijakagadan Barang dan Jasa Publik -
Bappenas) untuk digunakan oleh instansi pemerinsgluruh Indonesia. Aplikasi ini
dikembangkan dengan semangat efisiensi nasionahgggh tidak memerlukan biaya apapun
untuk lisensinya, baik lisensi aplikasi LPSE itungiei maupun perangkat lunak pendukungnya.
Selain sebagai pengelola sistegrprocurement LPSE juga berfungsi untuk menyediakan
pelatihan, akses Internet, dan bantuan teknis dafengoperasikan sistem-procurement
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/panitia seetayedia barang/jasa. LPSE juga
melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap piaye barang/jasa.

Salah satu unsur penting dalam e-pengadaan adaghkaran dokumen. Untuk
menjamin keamanan dokumen penawaran rekanan, Li€R&rja sama dengan Lembaga Sandi
Negara mengembangkan Aplikasi Pengaman Dokumen n@fpeyang digunakan untuk
melakukan enkripsi dan dekripsi dokumen. Penggusan( adalah peserta/pemakaebsite
LPSE yang wajib mempunyaiser ID danPasswordyang telah teregistrasi eiebsiteLPSE.
Pengguna juga merupakan semua pihak yang menggunatesiteLPSE yang tidak terbatas
pada PPK/Panitia Pengadaan, Penyedia barang/jagatglah terdaftar dan memilikiser 1D
danPassworddalamwebsiteLPSE.

Pihak — pihak yang terkait LPSE adalah sebagakiieri

(1) Pengguna atau kuasa pengguna anggaran;
(2) Penyedia barang/jasa;
(3) Penyelenggara layanan sistem pengadaan basaggcara elektronik.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara eikktestujuan untuk :

(1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

(2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan uselgpsghat
(3) Memperbaiki tingkat efesiensi proses pengadaan

(4) Mendukung proses monitoring dan audit

(5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang res ti

(6) Terjadinya persaingan sehat didalam tingkamabprofit
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LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagstiainsi dan pemerintah daerah untuk
melayani unit layanan pengadaan (ULP) atau PaifiBagadaan yang akan melaksanakan
pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan BaP@ngadaan dapat menggunakan fasilitas
LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. ltR&&yani registrasi penyedia barang
dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSEg/aersangkutan.

Untuk dapat mengikuti pengadaan barang/jasa setekeeronik, terlebih dahulu badan
atau orang perseorangan harus mendaftar untuk digggayedia barang/jasa di LPSE sebagai
verifikator. Alur proses pendaftaran penyedia bghasa digambarkan sesuai Gambar 2.1.

PENYEDIA LPSE {Verifikator)

()

| Mendaftar |

Mengisi data
ldentitas dari data
perusakzan

'

Drowrdoad Formulir
pendaftaran

'

Mengisi dan
mencetak formulir
pendaftaran

¥

| i
o MT.H}.EE?E" { : Varifikasi formulir "'I.l
CELAAN, FNC ol .,  pendaftaran dengan ,.-"II
-,'I\. dan menunjukan

" J
berkas pendukung \'\ bElcat e g Fi
R — s i

}

Werifikasi data identitas dan
data pendukung dangan
barkas pendukung

Tidak / \\
‘\-]a:a Sesusi 7

Pendaltaran Penyedia barangjasa

Mengirim
password via
amail

—+_‘_ T £
[ Selasai }

Gambar 2.1 Alur proses pendaftaran penyedia baranggsa
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Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan péumkban panitia pengadaan,
pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pendamieaa penyedia barang/jasa melalui
website layanan pengadaan secara elektronik nasional.iaPars lelang melibatkan LSPE
sebagaiagency pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Panitian &ubamn. Alur proses

pengadaan digambarkan dalam diagram Gambar 2.2.

LPSE (AGENCTY) PPK FAMNITIA f ULP

Leigin -

Surat Peaurukan

T
Mzndaftarkan

PPY dan Panitia )
e

k4

Mambuat Lizar 10
dan Passwoed > Lagin
PP, Panilia/lILP

haratapkan Paket + Loqin

1

Menantukan sistam

of Pz
Dukumen Lelang,
HFS
| Tidak l

Farsstujuan 4 Minta perasiupen
PFRE dari PPk

Ta

Pargumumzan
Lelang

Gambar 2.2Alur proses persiapan pengadaan barang/jasa
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2.5 SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

SPSE merupakan aplikas-procurementyang dikembangkan oleh Direktorag-
Procurement- LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh kemeat/lembaga/daerah dan
instansi. Aplikasi ini dikembangkan dengan semanghsiensi nasional sehingga tidak
memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itudsemaupun perangkat lunak pendukungnya.
SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:

1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fundisigsn dokumen

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BRtKR sub sistem audit

Visi dan Misi SPSE adalah :

Visi

Menciptakan Satu Pasar Pengadaan Nasional

Misi
1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Meningkatkan akses pasar dan persaingan usahasghay
Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan

Mendukung proses monitoring dan audit

R W

Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
(LKPP)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibunaik umewujudkan harapan
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ae&f@nik. Layanan yang tersedia dalam
SPSE saat ini adalak-Tendering yaitu tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yan
dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti olehuseRenyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada
Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan menykanpai (satu) penawaran dalam waktu
yang telah ditentukan. Tata c&@enderingsyarat dan ketentuan serta panduan penggisea (
guide diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 TaR0il tentang Tata Cark-
Tendering Selain itu di dalam SPSE juga telah disiapkanlit@s untuk proses audit secara
online (EAudif), Katalog Elektronik E-Catalogu¢ yang merupakan sistem informasi elektronik

yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis darg& barang tertentu dari berbagai penyedia
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barang/jasa pemerintah dan tata cara pembeliandg/g@sa melalui sistem catalog elektrorik (
Purchasing.

Saat ini semua LPSE telah menggunakan SPSE v2rSiygaang mana dalam waktu dekat
akan segera update ke SPSE versi 3.5, disampirigjrigktorate-Procurement LKPP saat ini
juga sedang mengembangkan SPSE versi 4 yang reryeaakan mulai digunakan pada tahun
2013.

Berikut ini contoh tampilan gambar SPSE :

LPSE - Ms efox

Berkas Ubsh  Tampilan Riwayat Bookmark Alst  Bantuan

G - ¢ o O ———
@ Terbanyak Dikunjungi ' Perkenalan 21| Beria Terbaru

[ [ ese

LAYANAN PENGADAAN SECARA ll'.llﬂ'lliil;(- NRSIDNAL

LPSE menyelenggarskan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronk. Perusshasn Anda |
. Capat mengkuti pengadaan dengan teriebh dahul mendaftar sebaga penyeda barang/jasa.
Informasi lebih lanjut slakan kontak kami,
Penting Sermua pengguna sistemn ini terkat dengan Pakta Integritas,

Untuk penjelasan lebih larjut baca Persyaratan dan Ketentusn,

Procurement
LELAE SECRAR ELERTROMH
Ha Nama Paket Agency Pagu Downinad Dokurnen
= == SESIEB I 1 Pengadaan Mobi Pemadam b.1a KPR 40M 26 Jan - 5 Feb 2010
Total Penguniung, 612 2 Pengadaan Senver & LkPR SO0t 17 Feb- 25 Feh 2010
e A 3 Pengadaan Severd LKPP 15M 17 Feb - 25 Feb 2010
o221 Login :
4 pengadaan server p KPP 500 jt 17 Feb - 25 Feb 2010
| UserID y S Pengadaan Server2 LkPR 500t 17 Feb - 25 Feb 2010
Password 6 Pengadaan Serverl KPP 5M 17 Feb - 25 Feb 2010
_ 7 Pengaclaan Serverd LKPR 500 it 17 Feb - 25 Feb 2010
“'“"‘ 8  Pengadaan Servers KPR 1M 17 Feb - 25 Feb 2010
filp B 9 Pengadaan Server 3 LkPR 500 ].t 17 Feb - 25 Feb 2010
10 Pengadaan Server Utamia LKPP 500 it 17 Feb - 25 Feb 2010
11 Jasa konsultas LKPP 1M 16 Feb - 23 Feb 2010
Cari Pkt Lelang 12 Pengachaan Bus Kantor LkPP 5M 10 Feb - 19 Feb 2010
Cari Pemenang Lelang 13 Pernbelian komputer big server 3 unit LkPP 250 jt 17 Feb - 25 Feb 2010
14 Pengadaan Konsultan lathan LKPP 4M 19 Feb - 19 Feb 2010
L5 Spedal Content _
Pengumuman erita
% Standar Dokurnen Pengadsan PERGROAFAR TR PR AR
| B% Pergumuman Uian Serfiflcasi = =
% Patunjok Penggunaan untuk Penyeds Wi e W
Daftar Hitam 16 72 2010 13,0 5 Mar 2010 17:20
Dgngadaaﬂ tled Dibutubkan Cdlon Anggeta LPSE Kab,
il 16 Feb 2010 11:33 Sragen

Gambar 2.3 Halaman Depan
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Pengadaan Bus Kantor

\D3047CE2D0FFACT6FD0BDCEa022DCEPservics

Download dokumen perniihan dan kualifikas

LKPP
Wsatuar kerja Satker]
Kateqori Pengadaan Barang - Jasa
Metods Pengadaan Pelelangan Lmum
Metods Dofmen Satu File
User ID Tahun Anggaran 2010
Password | Jeris Kontrak, Bentuk Imbalan
Jangl takku
Jumlah Pinak
Kualifikasi Usaha Perusahaan Non Kecl
Sumber Dara ARER
Syarat Kualifikasi TinUsaha
Cari Pakel Tjin Usaha
Carl Perd " swp
TOR

‘ Speci Memilk surak keterangan dukungan keuangan dari bank pemerinkayswasta unbuk mengikuti pengadaan barang/jasa

1% Starid 4+ sekurang-kurangrya 10% (sepuluh persen) dari nilai provek untuk pekerjaan jasa pemborangan dan 5% (lima persen) dari
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2.6 Kajian Umum Metodologi Penelitian

2.6.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penefitelda penelitian ini termasuk dalam
jenis penelitian explanatory dengan pendekatares(®mgarimbun dan Effendi, 1989). Dimana
data yang dikumpulkan menjelaskan variabel-varigieielitian melalui pengujian hipotesa.
Penelitian ini dilakukan dengan bekerjasama denmamyedia jasa dan pengguna jasa yang

berada di wilayah Kota Malang.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, peneliameénggunakan data kualitatif dan
kuantitatif . Data kualitatif adalah data yang lesrok kalimat, kata, atau gambar, sedangkan
data kuantitatif adalah data yang berbentuk ang&ersy (Sugiyono, 2008).

2.6.2. Populasi

Usman dan Akbar (1995) menjelaskan bahwa populdalah semua nilai baik hasil
perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif poau kualitatif, daripada karakteristik
tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkapgelas. Tujuan diadakannya populasi ialah
agar kita dapat menentukan besarnya anggota samapegldiambil dari anggota populasi dan

membatasi berlakunya daerah generalisasi.

Karena pada setiap populasi yang diambil memilikilph unit yang berbeda, maka
besarnya sampel proporsional yang akan ditelitatldpentukan dengan rumus Solvin berikut
(Nazir, 1985):

N

TAAEE @D

Dimana,
N = jumlah populasi
n = ukuran sampel

e = batas ketelitiamfargin erroi) ditetapkan sebesar 20 %
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2.6.3. Sampel
Oleh Usman dan Akbar (1995) dijelaskan bahwa shmfsh sebagian anggota populasi
yang diambil dengan menggunakan teknik tertent yasebut dengan teknik sampling. Teknik
sampling berguna agar:
a. Mereduksi anggota populasi menjadi anggota sampaigymewakili populasinya
(representatif), sehingga kesimpulan terhadap pgpdhpat dipertanggungjawabkan.
b. Lebih teliti menghitung yang sedikit daripada bdaya
c. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

2.6.4. Variabel Penelitian
Usman dan Akbar (1995) menyatakan data penyebab y@@ag mempengaruhi disebut
variabel bebas. Istilah bebas disebut juga dengdependen yang biasanya dilambangkan

dengan huruf X atau XX5,X3,...X, (tergantung banyaknya variabel bebas).

2.7. Uiji Validitas dan Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2008) dalam penelitian kuanfitdtriteria utama terhadap data hasil
penelitian adalah valid dan reliabel. Sedangkankuntendapatkan data yang valid dan reliabel
maka penelitian dilakukan dengan menggunakan msinuyang valid dan reliabel. Yang diuji

validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen figaenya.

2.7.1. Uji Validitas

Singarimbun dan Effendi (1995) menjelaskan bahwlait@s menunjukkan sejauh mana
suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingirkudiuSuatu instrument dianggap valid
apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. DeRgéalain, mampu memperoleh data yang

tepat dari variabel yang diteliti.
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Indeks validitas dapat diketahui dengan rumus tekorelasiproduct momen{Arikunto,

1996), sebagai berikut:

< B nEXY)-(Z X2Y)
XY [(nEX2—(ZX)2HnZY?—(2Y)?}

(2.2)

Dimana:

Ixy = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

X = skor butir yang ditinjau

Y = Jumlah faktor yang ditinjau

Menurut Masrun (1997 dalam Sugiyono 2008) yagmnityang mempunyai korelasi positif
dengan kriterium (skor total) serta korelasi yaimgdi, menunjukkan item tersebut mempunyai
validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimuntuk dianggap memenuhi syarat adalah

kalaur = 0,3.

2.7.2. Uji Reliabilitas
Menurut Singarimbun dan Effendi (1995), reliabgitanenyangkut masalah ketepatan

(accuracy alat ukur (daftar pertanyaan, wawancara, atadaddd penelitian lainnya). Ketepatan
ini dapat dinilai dengan analisa statistik untukngetahuimeasurement erroatau salah ukur.

Cronbach’s Alphadigunakan untuk mengukur reliabilitas suatu inseamlika hasil koefisien

lebih besar dari 0,6 maka instrumen penelitiantdikan reliabel.

k

Rumus reliabilitas : 771 = (m) (1

Zcbz)
ot?

(2.3)
r;1 = Realibilitas Instrumen.
K = BanyaknyaButir Pertanyaan.

Yob? = Jumlah Varians Butir.

ot? = Varians Total.
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Reliabilitas konsistensi internal adalah suatu p&athn untuk menaksir konsistensi internal
dari kumpulan item/indikator, dimana beberapa ithumlahkan untuk menghasilkan skor total
untuk skala/konstrak. Diberikan ketentuan bahwa< 0,6 mengindikasikan reliabilitas
konsistensi internal yang tidak memuaskan. Reltabikonsistensi internal dapat diterima jika
>0,6.

2.8 Metode Hipotesis
2.8.1 Pengertian Hipotesis

Tidak semua jenis penelitian mempunyai hipotesigpotesis merupakan dugaan
sementara yang selanjutnya diuji kebenarannya isdsagan model dan analisis yang cocok.
Hipotesis penelitian dirumuskan atas dasar kerapgia yang merupakan jawaban sementara

atas masalah yang dirumuskan.

Secara prosedur hipotesis penelitian diajukan aeteéneliti melakukan kajian pustaka,
karena hipotesis penelitian adalah rangkuman dasinkpulan-kesimpulan teoritis yang
diperoleh dari kajian pustaka. Hipotesis merupakanaban jawaban sementara terhadap
masalah penelitian yang secara teoritis dianggdingoanungkin dan paling tinggi tingkat

kebenarannya.

Menurut Prof. Dr. S. Nasution definisi hipotesisalah “pernyataan tentative yang
merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang aRkitti dalam usaha untuk

memahaminya”. (Nasution:2000)

Zikmund (1997:112) mendefinisikan hipotesis seliadd&inproven proposition or
supposition that tentatively explains certain facis phenomena; a probable answer to a
research questidn Menurut Zimund hipotesis merupakan proposisiuatiugaan yang belum
terbukti yang secara tentative menerangkan faldi@faatau fenomena tertentu dan juga

merupakan jawaban yang memungkinkan terhadap pednyaan riset.

Dalam melakukan penelitian, langkah hipotesis mnyak memberikan manfaat, baik
dalam hal proses dan langkah penelitian maupumdat@mberikan penjelasan suatu gejala
yang diteliti. Telah dikatakan bahwa hipotesis menian manfaat dalam hal proses dan

langkah penelitian terutama dalam menentukan pr@ssgyumpulan data seperti metode
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penelitian, instrument yang harus digunakan, saral sumber data, dan teknik analisis data.
Sedangkan manfaat hipotesis dalam hal penjelasgiaggang diteliti dapat dilihat dari
pernyataan hubungan variabel-variabel penelitiafairs kedua manfaat di atas, terdapat juga
manfaat lain dari hipotesis, yaitu memudahkan perddlam menarik kesimpulan penelitian,

yakni menarik pernyataan-pernyatan hipotesis yalaip tdiuji kebenarannya.

Hipotesis yang digunakan yaitu Hipotesis Deskripéitu hipotesis yang tidak membandingkan
dan menghubungkan dengan variabel lain atau higoy@sg dirumuskan untuk menentukan

titik peluang, hipotesis yang dirumuskan untuk raemgb permasalahan taksiran (estimatif).
2.8.2 Analisis Deskriptif

Guna mengetahui hasil suatu penelitigmtu dilakukan dengan cara mengkonversi skor
mentah dari kuisioner menjadi skor standar dengama relatif skala empat :
a) Mencari nilai rata-rata (mean) masing-masing skdy gariabel/indikator yang diperoleh
dari responden melalui jawaban kuisioner.
Dimana :
Mean skor ideal jawaban responden =4
Mean skor terendah jawaban responden =1
b) Mengacu pada mean skor ideal dan terendah yangatdidengan pedoman Kkriteria

interpretasi skor.

Maka dalam penelitian ini digunakan acuan skor kimenganalisa data kuisioner, seperti

pada contoh tabel berikut.

Tabel 2.2. Skoring data

No. Rentangan Prosentase Skor Kualifikagi
1 76 - 100 % 3,05 - 4,00 Sangat Baik
2 51-75% 2,05 - 3,04 Baik
4 26 - 50 % 1,05 - 2,04 Kurang Baik
5 0-25% 0,00 - 1,04 Tidak Baik

Sumber :Riduwan (2002)
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2.9 Metode IPA ( mportance-performance Analysis)

Metode Importance-performance Analysis (IPAjertama kali diperkenalkan oleh
Martilla dan James (1977) dengan tujuan untuk miemghubungan antara persepsi konsumen
dan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa ydiggnal pula sebagajuadrant analysis
(Brandt dan Latu & Everett dalam Setiawan, 2005tBA telah diterima secara umum dan
dipergunakan pada berbagai bidang kajian karenau#@han untuk diterapkan dan tampilan

hasil analisa yang memudahkan usulan perbaikamj&i(iartinez dalam Setiawan, 2005:3).

IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan infornizikaitan dengan faktor-
faktor pelayanan yang menurut konsumen sangat megapehi kepuasan dan loyalitas mereka,
dan factor-faktor pelayanan yang menurut konsunezhu glitingkatkan karena kondisi saat ini
belum memuaskanlPA mengabungkan pengukuran faktor tingkat kepentindan tingkat
kepuasan dalam grafik dua dimensi yang memudahkajelpsan dan mendapatkan usulan
praktis, Interpretasi grafikPA sangat mudah, dimana grafik IPA dibagi menjadi enfpeah

kuadran berdasarkan hasil pengukunaportance performancgetiawan, 2005:3).

IPA terdiri dari dua komponen, yaitu analisis keseggam@ap). Dengan analisis kuadran
dapat diketahui respon konsumen terhadap atribtgeliat. Sedangkan dengan analisis
kesenjangangap digunakan untuk melihat kesenjangan antara kinsgatu atribut dengan
harapan konsumen terhadap atribut (Oktaviani daryaBa, 2006, 42). Dalam metode ini
terdapat dua buah variabel yang diwakilkan oleluhirdan Y, dimana X merupakan tingkat
pelayanan developer yang dapat memberikan kepukepada konsumen, sedangkan Y
merupakan tingkat kepentingan dari tindakan deerlgppada konsumen (Sitinjak, 2008:16).
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Langkah pertama untuk analisis kuadran adalah nieemgh rata-rata penilaian

kepentingan dan kinerja untuk setiap atribut demgaus :

ZXi (2.4)

}} A i=1
n
k
D ¢ (25)
Yi ==
n
Dimana :
Xi - Bobot rata-rata tingkat penilaian kinerja attike-i
Yi = Bobot rata-rata tingkat penilaian kepentingaibat ke-i
n = Jumlah responden

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rata-tengkat kepentingan dan kinerja

untuk keseluruhan atribut dengan rumus :

ko
X
s Z I (2.6)

Xi= i=l
n
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Yi = 4= (2.7)

Dimana:

E = Bobot rata-rata kinerja atribut

YL~ Bohot rata-rata kepentingan atribut

n = Jumlah atribut

Nilai E ini memotong tegak lurus pada sumbu hmrtal, yakni sumbu yang
mencerminkan kinerja atribut (X), sedangkan nil y; memotong tegak lurus pada sumbu
vertical, yakni sumbu yang mencerminkan kepentingaiibut (Y) (Oktaviani dan Suryana,
2006:46). Setelah diperoleh bobot kinerja dan kepgan atribut kemudian nilai-nilai tersebut
diplotkan ke dalam diagram kartesius seperti yanmpikan oleh Gambar 2.8.

F 5

Kuadran I Kuadran 11
E‘: Prioritas Utama Pertahankan Prestasi
&
on
£
g Y
Q
x i

Kuadran Il Kuadran IV

Prioritas Rendah Berlebihan
X Tingkat Kinerja (X)

Gambar 2.8 Kuadran I mportance-Performance Analysis
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Diagram ini terdiri dari empat kuadran (Suaprantlach Oktaviani dan Suryana
2006:46), yaitu :

1. Kuadran | (Prioritas Utama)

Kuadran ini membuat atribut-atribut yang dianggaptimg oleh konsumen tetapi pada
kenyataannya atribut-atribut terebut belum seseaigdn harapan konsumen. Tingkat kinerja
dari atribut tersebut lebih lebih rendah dari haragonsumen. Tingkat kinerja dari atrubut lebih
rendah dari harapan konsumen terhadap atributbigrs@tribut-atribut yang terdapat dalam

kuadran ini harus lebih ditingkatkan lagi kinerjarggar dapat memuaskan konsumen.
2. Kuadran Il (Pertahankan Prestasi)

Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini ongokkan bahwa atribut tersebut
penting dan memiliki kinerja yang tinggi. Atribunii perlu dipertahankan untuk waktu

selanjutnya.
3. Kuadran Il (Prioritas Rendah)

Atribut yang terdapat pada kuadran ini dianggamkgrpenting oleh konsumen dan pada
kenyataannya kinerjanya tidak terlalu baik. Penatgik pada atribut yang masuk dalam kuadran
ini perlu dipertimbangkan lagi karena pengaruhngenddap manfaat yang dirasakan oleh

konsumen terbilang kecil.
4. Kuadran IV (Berlebihan)

Atribut yang terdapat dalam kuadran ini dianggapakg penting oleh konsumen dan
dirasakan terlalu berlebihan. Peningkatan kinegagyterdapat dalam kuadran ini hanya akan

menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya.

Metodelmport-Performance Analys($PA) pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan
James (1977) dengan tujuan untuk mengukur hubuagema persepsi konsumen dan prioritas
penigkatan kualitas produk/jasa yang dikenal patmgaiquadrant analysi¢Brandt dan Latu &
Everett dalam Setiawan, 2005:3).
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CSI (Costumer Satisfaction Indedigunakan untuk melihat tingkat kepuasan konsumen
secara menyeluruh dengan melihat tingkat kepemtimgai atribut-atribut produk/jasa. Untuk
mengetahui besarny@Sl, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai ke(kuionang
dalam Oktaviani dan Suryana, 2006:47).

Pertama menentukanMean Importance Score (MIShilai ini berasal dari rata-rata

kepentingan tiap konsumen.

T,

MIS =E— &°
n
Keterangan :
n = jumlah responden
Yi = nilai kepentingan atribut kie-

Kedug membuatWeigh Factors (WF)bobot ini meruopakan presentase niliS

peratribut terhadap totMIS seluruh atribut. Dimana: p = atribut kepentingarpke

MISi
WF = ———x100% (2.9)

MISi
=1

Ketiga membuatWeigh score (WShobot ini merupakan perkalian anWé& dengan
rata-rata tingkat kepuasaX)( atau juga disebilean Satisfaction Score (MSS).

WSi = WFix MSS (2.10)

Keempatmenentukai@ostumer Satisfaction Indé€SVIKP).
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2.11
HS Wi
Keterangan :

P = atribut kepentingan k-

HS  =(Highest Scalepkala maksimum yang digunakan

Pada umumnya, bila nilaCSVIKP diatas 50 persen dapat dikatan bahwa,
konsumen sudah merasa puas, sebaliknya jika@8#KP dibawah 50 persen, maka konsumen
sudah merasa puas. Contoh kriteria nilai CSI dajjdtat pada tabel 2.2, tabel CSI yang
dikeluarkan oleh PT. Sucofindo yang digunakan dafsmelitian sebelumnya yang relevan

dengan penelitian ini.

Tabel 2.3. Kriteria Nilai Costumer Satisfaction Index (CSl)

Nilai CSI Kriteria CSI
76 — 100 Sangat Baik
51-75 Baik

26 — 50 Kurang Baik
0-25 Tidak Baik

Sumber : lhsani (2005)
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Umum

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mendgamametode Survei dengan
kuisioner sebagai alat pengumpul data-data priR@melitian ini menggunakan metode IPA dan
metode hipotesis deskriptif. Penelitian ini mendeasi penerapare-procurementterhadap
transparansi dan akuntabilitas pengadaan pekekaastruksi.di Kota Malang. Penelitian ini
mengambil data dari beberapa instansi yang adai@ Kalang.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian meliputi Penyedia Jasa yangjriedtari kontraktorgrade 5, 6, dan 7
yang pernah mengikuti pengadaan pekerjaan konstseksira elektronik dalam kurung sejak
diberlakukannya Perpres No. 70 Tahun 2012 sampajattebulan Desember 2013di wilayah
Kota Malang dan Pengguna Jasa terkait dalam pesreealprocurementli wilayah tersebut.

Umar (1998) menyarankan presisi pengambilan saargala 10 hingga 20 persen. Dengan

menggunakan tingkat presisi 20 % maka ukuran sapgrelitian menjadi :
20

1Ly - 1420(0,2)2 = kil 12 Sampe| (Pengguna Jasa)
49 _
¢ ¥ 1+49(0,2)2 16,55~ 17 sampel (Penyedia Jasa)

Metode pengambilan sampel yang digunakan adsiitified random samplinglengan
pertimbangan efisiensi biaya, tenaga, dan waktelgeam. Jadi responden Penyedia Jasa yang
diteliti pada penelitian ini berjumlah 20 perusah&antraktor, sedangkan untuk Pengguna Jasa
berjumlah 27 orang (PPK + POKJA ULP) lebih banyaki dhasil perhitungan pengambilan

sampel agar mendapatkan hasil yang akurat dan maksi
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpdiaa primer dan sekunder,
dimana data primer berupa kuisioner yang akan dibagkepada PPK, POKJA ULP dan
Penyedia Jasa pada instansi yang ada di Kota Mgkamg) terlibat dalam sistemprocurement
Didalam kuisioner yang di bagikan berupa pertany@atanyaan menyangkut transparansi dan
akuntabilitas. Data sekunder diambil dari LPSE.

3.4Variabel Penelitian
3.4.1. Identifikasi Variabel Penelitian
Variabel yang dianalisis pada penelitian ini adalahabel independen.

1. Variabel independen (X) yang diteliti merupakanajadn pengadaan dari segi transparansi.
Variabel ini terdiri dari variabel :
. Pengumuman Lelang (X

. Jadwal Lelang (¥

a

b

c. Dokumen Pengadaan {X

d. AanwijzingBerita Acara Pemberian Penjelasan)(X
e. AddendunDokumen Pengadaan {)X

f. Berita Acara Hasil Pelelangan{)X

g. Kelulusan Peserta (X

h

. Pengumuman Pemenangg) X

Sanggahan Peserta Lelang)X
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Berikut adalah indikator untuk setiap variabel-ghgl bebas yang telah ditentukan.

Tabel 3.1. Indikator Variabel dari Segi Transpararsi

VARIABEL

INDIKATOR

Pengumuman Lelang ¢X

Pengumuman lelang dapat dilihat oleh
masyarakat umum dan peserta pada Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE, website
instansi dan papan pengumuman resmi.

Isi pengumuman dapat dibaca dengan jelas

mengenai nama paket pekerjaan, nilai HPS paket,

persyaratan peserta lelang.

Jadwal Lelang (¥

Jadwal lelang dapat dilihat dan disampaikan
secara jelas mulai dari informasi tahapan lelar
beserta waktu mulai dan selesai.

g

History perubahan jadwal dapat dilihat dan
disampaikan secara jelas.

Dokumen Pengadaan {X

Peserta yang sudah terdaftar di LPSE dapat
mendownload Dokumen Pengadaan.

Download Dokumen Pengadaan dapat dengar
mudah dilakukan melalui LPSE sesuai jadwal
yang ditentukan.

AanwijzingBerita Acara Pemberian
Penjelasan (X

Dipenuhinya waktu penjelasan sesuai jadwal
yang diinformasikan.

Jawaban pertanyaan terhadap penjelasan yan
diberikan segera ditampilkan tanpa menunda
penyampaiannya.

Perubahan dari Dokumen Pengadaan
diinformasikan kepada peserta lelang secara j¢

2las.

AddendunDokumen Pengadaan £)X

Addendum Dokumen Lelang beserta lampiran
diupload di LPSE jika terdapat perubahan
Dokumen Pengadaan.

nya

Peserta dapat mendownload Addendum Doku
Lelang dengan mudah melalui LPSE sesuai
jadwal yang ditentukan.

men




Lanjutan Tabel 3.1.
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VARIABEL

INDIKATOR

Berita Acara Hasil Pelelangan )X

Berita Acara Hasil Pelelangan diupload di
LPSE.

Download Berita Acara Hasil Pelelangan dap
dilakukan dengan mudah oleh peserta melalt
LPSE.

Kelulusan Peserta ¢X

Hasil evaluasi menampilkan nama peserta
beserta harga penawaran dan terkoreksi.

at
I

Terdapat pengumuman lulus administrasi,
teknis, biaya dan kualifikasi.

Terdapat uraian atau keterangan kekurangar
peserta jika ada.

Pengumuman Pemenangg)X

Pengumuman pemenang diumumkan melalu
LPSE, website instansi, dan papan
pengumuman resmi.

Pengumuman pemenang diketahui oleh
Penyedia dan masyarakat umum.

Informasi pengumuman pemenang disampai

secara jelas terdiri dari: nama paket pekerjaan,

nama pemenang, nilai pagu, NPWP, harga
penawaran.

Kan

Sanggahan Peserta Lelang)X

Sanggahan disampaikan secara online melalui

SPSE.

Jawaban sanggahan disampaikan melalui SH
disertai dengan alasan yang jelas sesuai wak
yang ditentukan.

2. Variabel independen (Y) yang diteliti merupakanatan pengadaan dari segi akuntabilitas

Pengguna Jasa. Variabel ini terdiri dari variabel :

a. Pengumuman Lelang (Y
b. Jadwal Lelang (¥)

c. Dokumen Pengadaan {)Y

d. AanwijzingBerita Acara Pemberian Penjelasan)(Y
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@

AddendunDokumen Pengadaan )Y

Berita Acara Hasil Pelelangand)Y

)

Kelulusan Peserta ¢Y

3

Pengumuman PemenangsfY

Sanggahan Peserta Lelang)Y
Berikut adalah indikator untuk setiap variabel-ahgl bebas yang telah ditentukan.

Tabel 3.2. Indikator Variabel dari Segi Akuntabilitas Pengguna Jasa

VARIABEL INDIKATOR

Pengumuman lelang diumumkan melalui
LPSE, Portal Pengadaan Nasional, website
instansi dan papan pengumuman resmi.

Informasi yang disampaikan dijabarkan secara
jelas pada saat pengumuman lelang, meliputi :
nama paket pekerjaan, nilai HPS paket,
persyaratan peserta lelang.

Ketentuan jangka waktu Pengumuman Lelang
sesuai dengan Perpres yang berlaku.

Pengumuman Lelang (Y

Jadwal lelang dibuat secara jelas yang terdjri
dari waktu mulai dan selesai sesuai ketentyan
dalam perpres.
Jika terjadi perubahan jadwal lelang, diserta
dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan
perpres.

Jadwal Lelang (¥)

Penyusunan dokumen pengadaan sesuai
dengan standar dokumen pengadaan dari
LKPP dan telah dilakukan penyesuaian sesuai
dengan jenis pekerjaan, jenis kontrak, metqde
evaluasi.

Dokumen pengadaan dilengkapi dengan
lampiran data pendukung yang terdiri dari Qi
of quantity, gambar, rks.
Dokumen pengadaan diupload di LPSE agar
dapat di download peserta lelang.

Dokumen Pengadaan {Y




Lanjutan Tabel 3.2
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VARIABEL

INDIKATOR

AanwijzingBerita Acara Pemberian
Penjelasan (¥)

Penjelasan pekerjaan dilakukan secara onlir
melalui LPSE.

ne

Dipenuhinya waktu penjelasan sesuai jadwa
yang diinformasikan.

Semua pertanyaan dari peserta dapat dijaw
dalam waktu yang telah ditentukan sesuai
jadwal.

Semua pertanyaan dari peserta dijawab den

penjelasan yang dapat diterima oleh peserta.

gan
1

Jawaban pertanyaan terhadap penjelasan y.
diberikan segera ditampilkan tanpa menund
penyampaiannya.

ang

D

AddendunDokumen Pengadaan )Y

Jika terdapat perubahan Dokumen Penga
maka dibuat Addendum Dokumen Pengad
besertdampirannya.

daan
aan

Addendum Dokumen Pengadaan diupload
LPSE.

di

Peserta diberi waktu yang cukup unt
mendownload addendum, mempelajari ¢
menyusun dokumen penawaran

uk
dan

Berita Acara Hasil Pelelangan )Y

Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil
Pengadaan secara lengkap dan jelas..

Pembuatan BAHP diselesaikan tepat waktu
sebelum pengumuman pemenang..

BAHP diupload oleh Panitia di SPSE.

Kelulusan Peserta ¢Y

Menyampaikan hasil evaluasi kelulusan pes
tepat waktu sesuai dengan jadwal yang
ditentukan.

erta

Terdapat uraian/keterangan jika ada data
peserta yantidak ada/tidak sesuai.

Penentuan kelulusan peserta sesuai dengar
perpres.

N




Lanjutan Tabel 3.2
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VARIABEL

INDIKATOR

Pengumuman Pemenang (Y8)

Pengumuman pemenang diumumkan melalu

LPSE, website instansi dan papan
pengumuman resmi.

Pengumuman pemenang diketahui oleh
Penyedia dan masyarakat umum.

Informasi pengumuman pemenang
disampaikan secara jelas yang terdiri dari :

nama paket pekerjaan, nama pemenang, nilai

pagu, NPWP, harga penawaran.

Sanggahan Peserta Lelang (Y9)

Pokja ULP menanggapi sanggahan dengan
jelas disertai alasan yang dapat diterima.

Pokja ULP mampu menjawab sanggahan ya
disampaikan peserta sesuai waktu yang
ditentukan.

Lama masa sanggah dan sanggah banding
sesuai dengan ketentuan dalam Perpres yar
berlaku.

Ing

g

Jika sanggahan peserta terbukti benar akan
diadakan pelelangan ulang sesuai dengan

perpres.

3. Variabel independen (Z) yang diteliti merupakanagsn pengadaan dari segi akuntabilitas

Penyedia. Variabel ini terdiri dari variabel :

Pengumuman Lelang (¥
Jadwal Lelang (2

Dokumen PengadaanZ

-~ ® a0 T p

= =2

Kelulusan Peserta £Y

Berita Acara Hasil PelelanganAZ

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadggan (Z

AanwijzingBerita Acara Pemberian Penjelasag) (Z
AddendunDokumen Pengadaang)Z
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i. Pengumuman Pemenang)Z

j. Sanggahan Peserta LelangofZ
Berikut adalah indikator untuk setiap variabeliabel bebas yang telah ditentukan.

Tabel 3.3. Indikator Variabel dari Segi Akuntabilitas Penyedia

VARIABEL INDIKATOR

Peserta lelang dapat memahami isi dari
pengumuman lelang.

Pengumuman Lelang (Z1) Jenis pekerjaan dan nilai pekerjaan yang
diumumkan menimbulkan minat untuk
mengikuti pelelangan

Peserta lelang mengikuti jadwal lelang sesuai
dengan yang sudah disampaikan secara jelas.
Peserta lelang mengetahui dan memahami
jika terjadi perubahan jadwal pelelangan.

Jadwal Lelang (22)

Peserta mendownload Dokumen Pengadaan
sesuai dengan hari, tanggal, dan waktu yang
telah ditentukan.
Pendaftaran dilakukan sendiri oleh wakil yang
sah dari perusahaan.

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
(23)

Peserta mendownload dokumen pengadaan
sesuai waktu yang telah ditentukan.
Peserta mempelajari dan memahami dokumen
pengadaan.

Peserta menyusun dokumen penawaran
sendiri sesuai dengan format yang ditentukian
dalam dokumen pengadaan.

Peserta dapat mengupload dokumen
penawaran sesuai dengan waktu yang
ditentukan.

Peserta mengajukan pertanyaan secara online
melalui LPSE.

Pertanyaan yang diajukan masih dalam
Aanwijzing/Berita Acara Pemberian Penjelasan (z5) | lingkup paket yang dilelangkan dan sesuai
dengan isdokumen pengadaan.

Peserta memahami jawaban atas pertanyagn
yang disampaikan.

Dokumen Pengadaan (Z4)




Lanjutan Tabel 3.3
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VARIABEL

INDIKATOR

Addendum Dokumen Pengadaan (Z6)

Peserta dapat mendownload Addendum
Dokumen Pengadaan beserta lampiranny.
jika terdapat perubahan Dokumen
Pengadaan.

jey)

Peserta memahami isi dari Addendum
Dokumen Pengadaan.

Berita Acara Hasil Pelelangan (Z27)

Peserta dapat mendownload Berita Acara

Hasil Pelelangan melalui LPSE.

Peserta dapat memahami isi dari Berita
Acara Hasil Pelelangan.

Kelulusan Peserta (Z8)

Peserta dapat melihat hasil evaluasi yang
dilakukan Pokja ULP.

Peserta dapat menerima hasil kelulusan
peserta yang disampaikan Pokja ULP.

Pengumuman Pemenang (Z9)

Peserta dapat melihat pengumuman
pemenang melalui LPSE, website instans
dan papan pengumuman resmi.

Peserta dapat menerima hasil pengumum
pemenang yang disampaikan.

an

Sanggahan Peserta Lelang (210)

Sanggahan disampaikan secara online
melalui SPSE.

Peserta yang menyampaikan sanggahan
disertai dengan kejelasan bukti terhadap
sanggahan yang disampaikan sesuai wak
yang ditentukan.

tu

Peserta dapat menerima jawaban
sanggahan/sanggahan banding yang
disampaikan oleh Pokja/KPA.

Jika sanggahan/sanggahan banding terb

kti

benar sehingga dilakukan pelelangan ulang,
peserta tetap berminat mengikuti pelelangan

ulang tersebut.




3.5 Analisa Data

3.5.1. Analisis Deskriptif
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Hipotesis yang dapat dikemukakan dalam penelitia@dalah mengevaluasi pengadaan

pekerjaan konsruksi denga&aprocurementli Kota Malang ditinjau dari segi transparansi dan

akuntabilitas. Guna mengetahui pengadaan pekerjaan konstruksadergrocurementli Kota

Malang apa sudah transparan/akuntabilitas pada pengade&erjgan konstruksi, maka

dilakukan cara mengkonversi data kuisioner mergkdr berupa seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Skoring Data Kuisioner

1

2
3
4

4

3
2
1

Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Tidak Baik

a. Uji Hipotesis Rata-Rata

Dalam pengujian hipotesis deskriptif untuk dateenwal atau rasio digunakan uji t satu

sampel ¢ne sampel t - testintuk n < 30 dengan rumus berikut :

%=

Dimana:

t
S

n

X— U
s/\n

= nilai t yang dihitung
= simpangan baku
= jumlah sampel

= rata-rata x

= nilai yang dihipotesiskan

(3.1)
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Jika n> 30 maka diganti dengan uji Z dengan rumus berikut

_ X-p
A e (3.2)
Dimana:
z = nilai z yang dihitung
o = standar deviasi
n = jumlah sampel
X = rata-rata x
u = nilai yang dihipotesiskan

Uji t dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan formulasi hipotesis
Untuk Hp:p=4danH:p#4
a. Hoditerima jika = < to< ty,
b. Hoditerima jika —§» > tpatau § > ty»,
Dimana {,, = 2.861
2. Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat nyata yang diharapkan= 1% atau tingkat kepercayaan 99%

3. Menentukangwngmenggunakan rumus di atas

Formula hipotesis statistik yang diterapkan :

Ho :Variabel X vyaitu tahap proses pengadaan denga®rocurement sudah

transparan/akuntabel pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

Hy :Variabel X vyaitu tahap proses pengadaan denga+Procurement belum

transparan/akuntabel pada pengadaan pekerjaan konstruksi.
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3.6 Metode IPA { mportance-Performance Analysis)
Dalam metode IPA, langkah-langkah analisis yatekdkan adalah sebagai berikut :

1. Langkah pertama adalah menghitung rata-na@af)penilaian kepentingan dan kinerja
untuk setiap atribut dengan rumus (2.4) dan (2.5).

2. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rata-g@ear) tingkat kepentingan dan
untuk kinerja keseluruhan atribut dengan rumus) @a (2.7).

3. Nilai Xi ini memotong tegak lurus dapa sumbu honizb, yakni sumbu yang
mencerminkan kinerja atribut (X), sedangkan nilamémotong tegak lurus pada sumbu
vertical, yakni sumbu yang mencerminkan kepentiragabut (Y).

4. Setelah diperoleh bobot kinerja dan kepentingaibwdtikemudian nilai-nilai tersebut
diplotkan ke dalam diagram Cartesius.

5. Lalu untuk mengetahui besarnya nilai transparaasi dilai akuntabilitas digunakan
rumus (2.8), (2.9), (2.10), dan (2.11) yang sudamodifikasi sehinggamemiliki
kesamaan perhitungan dengan CSI.

6. Hasil dari nilai transparansi dan nilai akuntabgidilihat dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5 Kriteria Nilai Transparansi dan Akuntabil itas

Nilai CSI Kriteria CSI
76 — 100 Sangat Baik
51-75 Baik
26 — 50 Kurang Baik
0-25 Tidak Baik




3.7 Tahapan Penelitian

Mulai

v

Data:

e Melalui LPSE

* Melalui kuisioner

Pre-Processing data :
-Mencari data

-Menyeleksi data
-Mengolah dat
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'

(Important and Performance)

'

Pembahasan hasil penelitian transparansi dan
kinerja pada diagram cartesius tiapPPK,
POKJA, Panitia dan Penyedia Barang/Jasa
dari metode IPA.

Index Nilai
Perfomance
Transparansi dan Akuntabilitas

v

Penilaian transparansi dan kinerja PPK, POKJA, tRani
dan Penyedia Barang/Jasa dan mendapatkan letak
masing-masing atribut pada kuadran diagram Cartesi?

!

Hipotesis
Deskriptif

!

Uji Validitas dan
Reliabilitas

Analisa Data dan
Pembahasan

Analisa penelitian berdasarkan uj

validitas dan reliabilitas datas
adalah analisa deskriptif.

v

Kesimpulan

v
Selesai

Gambar 3.1. Diagram Tahap Penelitian



